BABV

TRANSFORMASI ISLAM TRADISIONAL

A. Pendahuluan

Salah satu isu menarik dalam studi Islam di era modern adalah
kompatibilitas Islam dengan ide-ide modern, misalnya, demokrasi, cizizens/iip,
dan nasionalisme. Isu itu telah melahirkan banyak literatur, baik yang berasal dari
pemikir Muslim maupun luar.! Isu itu kini dianggap semakin menarik seiring
dengan menguatnya kelompok fundamentalisme atau Islamisme di berbagai
negara dengan penduduk mayoritas Muslim.> Fenomena dianggap sebagai
bentuk-bentuk respons umat Islam terhadap arus modernisasi yang belum tuntas
tertangani.’

Ketika mendiskusikan respons umat Islam terhadap modernisme, Zaman
mencatat adanya hubungan ambigu antara ulama tradisional dengan kelompok

Islamis. Di satu sisi, mereka saling menilai rendah keislaman lawannya, namun di

! Tentang Islam dan demokrasi, baca Larry Diamond, et al., #orid Religions and Democracy
(Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 2005); Masdar Hilmy, “Muslims
Approaches to Democracy: Islam and Democracy in Contemporary Indonesia”, Jowrnal/ of
Indonesian [slam, Vol 01, No. 01 (Juni 2007). Untuk isu Islam dan HAM, baca Ann Elizabeth
Mayer, Zslam and Human Rights (Colorado: Westview Press, 1999); Fathi Osman, “Islam and
Human Rights: The Challenge to Muslims and the World”, dalam El-Effendi (ed.), Rethinking
Islam and Modernity (Leicester: Islamic Foundation, 2001); Riffat Hassan, “Are Human Rights
Compatible with Islam”, dalam http://www.religiousconsultation.org; Abdullahi Ahmed An-Na‘im,
Dekonstruksi Syari ah, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001).
Salah satu buku menarik tentang hubungan syariat Islam dan politik di Indonesia adalah Arskal
Salim dan Azyumardi Azra (ed.), Shari'a and Politics in Modern Indonesia (Singapura: ISEAS,
2003).

2 Lihat John R. Bradley, Affer the Arab Spring: How Islamists Hijacked the Middle East Revolfs
(New York: Palgrave Macmillan, 2012); Mark Juergensmeyer, 7error in the Mind of God.: The
Global Rise of Religious Violence (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press,
2000); Johannes J.G. Jansen, 7%e Dual Nature of Islamic Fundamentalism (Ithaca, New York:
Cornell University Press, 1997).

3 John L. Esposito, Zsam dan Pembangunan, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),
34-36.


http://www.religiousconsultation.org/hassa2.htm
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sisi lain, mereka membentuk aliansi politis bersama dalam proyek-proyek
religio-politik yang saling menguntungkan.*

Bagian ini akan membicarakan pergeseran pemaknaan dan praktik-praktik
pemahaman para kiai tradisional Bangkalan dalam konteks hubungannya dengan
kalangan Islamis. Bagian ini akan mengoperasikan teori Saeed tentang tipologi
gerakan Islam kontemporer.”> Dua isu yang didisikusikan dibagian ini adalah
relasi Islam-negara dan formalisasi shari‘ah Islam. Sedang untuk melihat derajat
moderasi dan radikalisasi kiai tradisional Bangkalan, studi ini akan menggunakan
definisi Islam radikal sebagaimana yang diperkenalkan oleh Esposito.® Di bagian
ini, isu yang akan disikusikan adalah tentang amar makruf nahi munkar.

Argumen dalam bab ini adalah bahwa pada dasarnya kiai-kiai tradisional
Bangkalan tetap menunjukkan sikap keislaman yang moderat. Sekalipun demikian,
kontak antara ulama tradisional dengan kalangan Islamis, baik langsung maupun
tak langsung, memberi pengaruh dalam hal bagaimana kelompok pertama menilai
ulang tradisi keilmuannya dan realitas sosial-politik yang ada di sekitarnya. Dalam
konteks inilah orientasi keislaman ulama tradisional Bangkalan mengalami

transformasi.

B. Relasi Islam-Negara dan Formalisasi Shari‘ah Islam

Tema relasi Islam-negara memiliki kedudukan penting karena ini
merupakan fondasi awal dari mana berbagai proposisi politik Islam ditegakkan.
Sekalipun figh szyasa/ (politik) bisa dikatakan tidak menjadi topik penting yang

4 Lihat pembahasan ini di bab I, sub-bab F.
3 Lihat bab II, sub-bab B.
¢ Lihat bab II, sub-bab C.
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dikaji di pesantren, namun sejauh para kiai tradisional membicarakan politik,
referensi utama mereka adalah kitab a/-A/kam al-Sultaniva’ karya al-Mawardi
(974-1058 M). Karena itu, bagian ini akan dimulai dengan pandangan al-Mawardi
dalam masalah hubungan agama (Islam) dan negara atau keniscayaan akan negara
Islam.

Menurut al-Mawardi, kepemimpinan (z/zama/) adalah tema penting
kenabian Muhammad. Keberadaannya tidak hanya menjadi keniscayaan rasional,
tapi juga s/4ar 7 . Kewajibannya bersifat s4a77 karena urusan agama hanya bisa
dipenuhi apabila ada kepemimpinan yang menegakkannya.” Kewajiban atas
keberadaan pemimpinan ini disandarkan pada surat al-Nisa’ ayat 59 yang artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada
Rasul-Nya, dan pemimpinmu." Dari ayat ini juga diturunkan sebuah pandangan
akan kewajiban taat terhadap pemimpin pemerintahan («/u al-amr).?

Agar seorang pemimpin mampu menjalankan fungsi sebagai pelanjut misi
kenabian, maka dia harus memenubhi tujuh syarat: adil, memiliki ilmu agama yang
memungkinkannya melakukan ijtihad dalam masalah hukum, sehat panca indra
(bisa mendengar, melihat, dan bicara), sehat fisik, cerdas dalam mengatur
kebaikan publik, berani dalam menjalankan perang terhadap musuh yang
mengancam, dan keturunan Quraish (ras unggul). Di samping itu, dua syarat lain
yang tidak mungkin diabaikan adalah bahwa dia haruslah seorang Muslim yang

telah mencapai usia dewasa.’

7 Ab( al-Hasan ‘All b. Muhammad b. Habib al Bahri al Baghdadi al-Mawardi, a/-4fkim
al-Sultanivah wa al-Waldyait al-Diniya/ (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), 3-4.

8 Tbid., 4.

% Tbid., 6.
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Dalam pandangan al-Mawardi, Allah menahbiskan pemerintahan kepada
Nabi, yang melaluinya Dia melindungi manusia. Dia memercayakan
pemerintahan kepada Nabi sehingga masalah agama bisa ditegakkan dan urusan
dunia bisa dijaga dengan baik. Inilah yang menurut al-Mawardi tema penting dari
keseluruhan misi kenabian. Dari sini, maka bisa diturunkan proposisi berikutnya
bahwa kepemimpinan dalam kehidupan umat Islam menjadi kewajiban, karena ia
sebetulnya adalah pelanjut dari mata rantai kenabian, yang dengannya hak-hak
Allah dan hak-hak manusia bisa dipenuhi.

Jelaslah bahwa pendirian negara Islam dalam teori politik Islam adalah
kewajiban karena keberadaan agama dan dunia sepenuhnya tergantung pada
tegaknya pemerintahan atau negara Islam.'® Dinyatakan bahwa Ibn Taymiyah
pernah menyatakan, sebagaimana dalam tulisan Anthony Black, People are in
need of a book to guide them, and a victorious sword,; the book represents justice

and the sword represents force, and human life depends on both of them."!

10 Istilah “negara Islam” (Zs/amic State atau al-dawlah al-Islimivak) menjadi perdebatan terutama
menyangkut perwujudannya. Sebagian kalangan memaknai negara Islam dalam pengertian sempit,
yaitu sebuah sistem pemerintahan yang berlandaskan shari‘ah Islam (hukum-hukum Islam
sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an, Hadith, maupun yurisprudensi Islam), dipimpin
oleh seorang khalifah atau amir dalam sebuah sistem pemerintahan teokratik. Sebagian kalangan
memahamai negara Islam lebih substantif. Sejauh sebuah pemerintahan dijalankan secara
demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan kebijakan-kebijakannya diarahkan
untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintahan itu bisa dianggap sebagai
pemerintahan Islam(i), karena sesungguhnya ia menjalankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lihat
Fathi Osman, “Islam in a Modern State: Democracy and the Concept of Shura”
(Paper--Georgetown University, Washington, D.C., t.th.). Dalam tulisan ini, istilah “negara Islam”
dipakai dengan merujuk pada pengertian pertama.

' “Manusia membutuhkan kitab dan pedang. Kitab merepresentasikan keadilan dan pedang
merepresentasikan kekuatan. Manusia tergantung kepada keduanya”. Sherko Kirmanj, “The
Relationship between Traditional and Contemporary Islamist Political Thought”, AZiddle East
Review of International Affairs, Vol. 12, No. 1 (Maret 2008), 73.
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Dalam sejarah pergulatan hubungan antara agama (Islam) dan negara di
Indonesia, NU adalah salah satu kelompok yang terlibat sangat aktif.!?> Jika
dilihat dari dokumen-dokumen awal, posisi politik NU (Nahdlatul Ulama) tampak
sangat jelas bersesuaian dengan teori politik Islam klasik. Misalnya, pertanyaan
pertama yang muncul dalam komunitas NU menyangkut ke-Indonesia-an adalah
apakah Indonesia (wilayah Hindia Belanda) perlu diperjuangkan kemerdekaannya?
Pertanyaan ini muncul pertama kali pada Muktamar ke-11 tahun 1936 di
Banjarmasin mengiringi gema Sumpah Pemuda beberapa tahun sebelumnya.
Pertanyaan ini muncul terkait dengan persoalan apakah Indonesia merupakan
negara Islam (dar al-Is/am) sehingga memperjuangkannya merupakan kewajiban
bagi umat Islam? Jawaban NU terlihat sangat sesuai dengan teori politik Islam,
yaitu Indonesia wajib diperjuangkan kemerdekaannya karena Indonesia dianggap
sebagai dar al-Islam (negara Islam). Indonesia disebut sebagai negara Islam
dengan alasan pernah dikuasai oleh penguasa Muslim yang ditandai dengan
berlakunya hukum Islam.?

Kesesuaian pandangan politik NU dengan teori politik Islam klasik juga
bisa dilihat pada kasus pengakuan NU terhadap kepemimpinan Soekarno. NU
tidak bisa mengabaikan begitu saja teori politik Islam tentang kesatuan khilafah
Islam di bawah satu kepemimpinan tunggal (zmam a zam), namun NU juga
dihadapkan pada realitas politik di mana yang tersedia di depannya adalah

kepemimpinan  Soekarno. Soekarno memang seorang Muslim, tapi

12 Baca M. Ali Haidar, NaAd/latul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politif
(Jakarta: Gramedia, 1994), terutama bab IV.

3 Lihat “Piagam Indonesia sebagai Negara Bangsa”, dalam Abdul Mun’im DZ (ed.), Piagam
Perjuangan Bangsa (Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011), 54.
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kepemimpinannya jelas tidak pernah merepresentasikan aspirasi politik kalangan
Islam. Ketika NU menerima keberadaan Soekarno sebagai wa/i al-amri al-daruri
bi  al-shawka/ (pemimpin pemerintahan yang secara e facfo memegang
kekuasaan dan e jure menerima mandat dari para perwakilan atau tokoh-tokoh
bangsa), penerimaan itu sesungguhnya tidak pernah menghapus idealitas politik
Islam yang tetap menginginkan zmam a zam (pemimpin besar dan satu-satunya)
umat Islam sedunia.

Sikap ini membuat posisi NU terkesan ambigu. Ambiguitas ini jelas
terlihat dalam argumen Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang dinyatakan dalam
Munas Alim Ulama di Cipanas Bogor 1954, saat menetapkan Presiden Soekarno
sebagai wali al-amr al-daruri br al-shawkas. Keputusan ini diambil ketika terjadi
beberapa pemberontakan kelompok Islam yang berusaha mendirikan negara Islam
dan pimpinannya mendeklarasikan dirinya sebagai amizr al-mu minin. Oleh NU,
Presiden Sockarno ditetapkan sebagai «/u a/-amr yang sah dengan alasan
ketidakmungkinan umat Islam mengangkat zzam a zam (orang dengan kualifikasi
sebagai mujtahid mutlak dan pimpinan satu-satunya bagi umat Islam di seluruh
dunia). Orang dengan kualifikasi seperti itu sudah tidak mungkin lagi

didapatkan.'* Di sisi lain, Soekarno adalah orang Islam yang sudah dipilih oleh

14 “Kepala negara yang ideal dalam hukum Islam yang pedomannya ialah al-Qur’an dan Hadith,
maka di dalam kitab-kitab agama Islam adalah Ahl as-Sunnah wa al-Jama‘ah yang berlaku 12 abad,
adalah 7#8m a zam (Pemimpin Agung). Bahwa 778m a zam di seluruh dunia Islam itu hanya satu.
Seluruh dunia Islam mulai dari Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mufakat mengangkat satu
Imam. Itulah baru namanya imam yang sah, yaitu bukan imam yang darurat, sedang orang yang
dipilih atau diangkat itu harus orang yang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam dengan
martabat mujtahid mutlak. Orang yang sedemikian ini sudah tidak ada dari semenjak 700 tahun
sampai sekarang”. Baca “Piagam Wali al-Amri ad-Dariri bi ash-Shawkah”, dalam Mun’im DZ.,
Piagam Perjuangan Bangsa, 77.
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para wakil-wakil terkemukan warga negara untuk menjadi presiden.!®

Argumen-argumen di atas menunjukkan dengan jelas bahwa rujukan
utama para kiai NU dalam merespons berbagai problem politik adalah kitab-kitab
keislaman klasik. Nada yang muncul selalu mengambang antara menerima
keberadaan Indonesia sebagaimana adanya dan keinginan untuk tetap
menegakkan negara Islam. Tidak mengherankan ketika terjadi perdebatan apakah
Indonesia berdasarkan Pancasila atau Islam, NU berkeras memilih yang kedua.
Pandangan ini jelas terlihat pada posisi politik Partai NU dalam perdebatan di
Majelis Konstituante (1956-1959) tentang dasar negara Indonesia. Sekalipun
dalam pemilu NU bersaing keras dengan Masyumi,'® namun pandangan politik
kedua fraksi tersebut berada dalam posisi yang sama, yaitu menginginkan Islam
menjadi dasar negara, berseberangan dengan kalangan nasionalis-sekuler yang
menghendaki Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.'”

Pandangan politik NU mulai terasa berubah ketika NU berada di bawah
duet kepemimpinan K.H. Achmad Siddiq dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
yang terpilih pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Diawali dengan
penerimaan asas tunggal Pancasila pada Musyawarah Nasional Alim Ulama 1983,
sikap politik NU semakin menunjukkan pada pengakuan Indonesia sebagaimana
adanya. Keputusan Munas tersebut tidak hanya menerima Pancasila sebagai asas
tunggal, tapi juga legitimasi Indonesia sebagai negara non-Islam. Salah satu

keputusannya tertulis, ‘“Mengenai Pancasila, NU berpendapat bahwa

15 Tbid., 75-79.
16 Persaingan antara Partai NU dengan Masyumi, lihat Haidar, Na/dlarul Ulama dan Islam.
17 Lihat Erwin Kusuma dan Khairul (eds.), Pancasila dan Islam. Perdebatan antar-Parpol dalam

Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante (Jakarta: Baur Publishing, PSP UGM, Yayasan
TIFA, 2008).
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sesungguhnya rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia
sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.”!8
Feillard menulis bahwa dokumen ini jelas menunjukkan pengakuan NU terhadap
Indonesia sebagai bukan negara Islam. ‘“Pencantuman tanggal 18 Agustus sangat
penting karena itu merupakan tanggal ditinggalkannya Piagam Jakarta™.!?
Terhadap sikap politik para kiai NU terdahulu yang menyebut Indonesia
sebagai dar al-Islam, KH. Achmad Siddiqg memberi tafsir yang sangat nasionalis.
Menurutnya, istilah &ar al-Islam yang pernah disuarakan ulama-ulama NU
sesungguhnya sama sekali bukanlah istilah politik yang berarti negara Islam
(sistem politik dan ketatanegaraan), tapi lebih sebagai wilayar al-Islam (daerah
Islam). Menurutnya, kepentingan utama NU dalam penyebutan Indonesia sebagai
dar al-Islam bukanlah politik, tapi figh. Aspirasi umat Islam (NU) tidak untuk
membuat Indonesia menjadi negara Islam karena NKRI dengan Pancasila-nya
adalah wujud final, tapi untuk memastikan status suatu jenazah yang tidak
diketahui agamanya, misalnya. Di dalam sebuah daerah Islam (wilayar al-Isiam),
jenazah seperti itu harus diperlakukan sebagai Muslim.?® Dengan ini, Indonesia
yang berdasarkan Pancasila sepenuhnya terlegitimasi secara Islami, sebuah sikap
yang sangat diperlukan terutama karena saat itu Indonesia berada dalam ancaman

kelompok-kelompok Islam yang tetap ingin memperjuangkan berdirinya negara

Islam.

18 Dikutip dari dokumen “Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor
[I/Munu/1404/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926, tanggal 21 Desember
1983”, dalam NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Andree Feillard
(Yogyakarta: LKiS, 2008), 222.

9 Tbid.; Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama (Yogyakarta:
LKiS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007).

2 Mun'im DZ, Piagam Perjuangan Bangsa, 52.
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Sementara banyak ormas Islam bersitegang dengan rezim Orde Baru
terkait dengan asas tunggal Pancasila, NU dengan mudah menerima Pancasila
sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seakan NU tidak pernah
berjuang keras menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Tidak hanya
menerima, bahkan NU membelanya.?! Bagi NU, “Penerimaan dan pengamalan
Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk
menjalankan shari‘ah agamanya. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU
berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan
pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak”.??> Dalam Khittah
Nahdliyyah juga dinyatakan dengan tegas, “setiap warga Nahdlatul Ulama harus
menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD
1945.723

Pergeseran sikap politikk NU semakin jelas ketika upaya-upaya
delegitimasi Pancasila muncul gencar setelah Reformasi. Dalam Munas dan
Konbes NU di Surabaya, 30 Juli 2006, dikeluarkan Maklumat Peneguhan
Kembali Komitmen NU terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Maklumat
yang ditandatangani Rais Am (KH. M. A. Sahal Mahfudz) dan Ketua Umum (H.A.
Hasyim Muzadi), dengan jelas dinyatakan,

Perjuangan menegakkan agama dalam negara Pancasila harus ditata dengan
prinsip kearifan, tidak boleh menghadapkan agama terhadap negara atau
sebaliknya, tetapi dengan meletakkan agama sebagai sumber inspirasi serta
menyumbangkan tata nilai agama yang kemudian diproses melalui prinsip

demokrasi dan perlindungan terhadap seluruh kepentingan bangsa.

2l Baca Einar Martahan Sitompul, MU dan Pancasila: Sejarakh dan Peranan NU dalam

Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagar Satu-satunya
Asas (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), terutama bab V.

22 “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam”, dalam ibid., 95-96.

23 “Khittah Nahdlatul Ulama”, dalam ibid., 111.
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Sedangkan masing-masing agama di Indonesia dapat melakukan kegiatannya
dengan leluasa dalam dimensi kemasyarakatan. Maka dengan ini, Nahdlatul
Ulama:  Meneguhkan kembali  komitmen kebangsaannya  untuk
mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peneguhan ini
dilakukan karena menurut NU, Pancasila, UU 1945 dan NKRI adalah upaya
final seluruh bangsa.?*

Dalam teori politik modern, setidaknya ada tiga pandangan besar
menyangkut hubungan antara agama dengan negara. Pandangan pertama dan
paling kuno adalah kesatuan antara agama dan negara. Pandangan pertama ini
terwujud dalam sistem teokrasi di mana sebuah tatanan pemerintahan dianggap
sebagai perwujudan dari kehendak Tuhan. Seorang pemimpin politik menjalankan
pemerintahan sebagai pengejawantahan kehendak Tuhan. Aturan yang berlaku
adalah wahyu Tuhan.?> Pandangan ini mencerminkan teori politik Islam klasik.

Pandangan kedua merupakan kebalikan dari pandangan pertama, di mana
negara sepenuhnya dilarang berhubungan dengan agama. Pandangan kedua ini
dikenal dengan sekularisasi, dalam arti negara dilarang memasuki urusan agama,
begitu juga sebaliknya: keyakinan agama dilarang terlibat dalam
kebijakan-kebijakan publik. Sistem politik ini lahir ketika teokrasi dituding
bertanggung jawab atas lahirnya pemerintahan despotis serta berbagai tindakan

diskriminatif terhadap kelompok keyakinan yang berbeda dari keyakinan yang

dianut oleh penguasa.?®

24 “Maklumat Nahdlatul Ulama”, dalam ibid., 136-137.

2 Gerald F. Gaus dan Chandran Kukathas, Aandbook Teori Polifik, terj. Deta Sri Widowatie
(Bandung: Nusa Media, 2012), 770-775.

26 Tbid., 207-209.
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Sementara, pandangan ketiga merupakan jalan tengah yang mengacu pada

konsep diferensiasi.?’

Pandangan ini mengafirmasi adanya hubungan antara
agama dengan negara sambil tetap menjaga agar negara tidak berlaku
diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Pandangan ketiga ini melihat bahwa
agama adalah bagian fundamental dari nilai-nilai moral dan etika. Bentuk ketiga
ini lebih menekankan pada hubungan timbal balik secara harmonis antara agama
dan negara. Dengan kata lain, negara menghargai nilai-nilai keagamaan yang
dianut warganya tanpa terjebak dalam favoritisasi satu agama tertentu. Negara
bisa mengakomodasi nilai-nilai agama tanpa terjebak ke dalam sistem teokrasi.
Banyak negara modern yang sesungguhnya mengembangkan model
hubungan ketiga ini, misalnya, Inggris dan negar-negara Amerika Latin. Indonesia
sendiri sebetulnya menunjukkan pada pola hubungan agama dan negara yang
bersifat timbal balik ini. Pancasila sebagai dasar negara merepresentasikan
hubungan yang selaras antara imparsialitas negara dengan nilai-nilai agama yang
dianut pemeluknya. Agama tetap bisa memberi sumbangan dalam kehidupan
bernegara, namun di sisi lain, negara Indonesia bukanlah negara agama.?®

Jika dilihat dari teori politik modern, pandangan resmi politik NU

sesungguhnya bergeser dari teokrasi ke diferensiasi atau hubungan akomodasionis

27 Konsep diferensiasi merupakan alternatif dari konsep separasi (pemisahan agama dan negara)
dan fusi (ketunggalan agama dan negara). Konsep ini mengacu pada satu hubungan di mana agama
memiliki otonomi relatif dalam menyediakan landasan etis baik untuk mendukung maupun
mengritik kekuasaan politik. Negara dan agama bisa mengembangkan peran publiknya
masing-masing. Agama tetap bisa memberi pengaruh di ruang publik tanpa kontrol langsung atas
negara. Lihat Yudi Latif, NVegara Parjpurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila
(Jakarta: Gramedia, 2011), 105-109.

2 Nadirsyah Hosen, “Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate”, Jowrnal of
Southeast Asian Studies, Vol. 36 (Oktober 2005), 421-425.
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antara agama dan negara.”’ Namun, arah kebijakan NU ini tidak selalu linear
dengan pandangan kiai-kiai di bawah. Sebagian kiai menerima sepenuhnya NKRI
dengan Pancasila dan UUD '45-nya. Akan tetapi, sebagian yang lain justru
memperlihatkan arah yang sepenuhnya berbeda. Mereka menyuarakan secara
eksplisit aspirasinya untuk meng-Islamisasi Indonesia dan memformalkan
shari‘ah Islam sebagai hukum dalam mengatur roda pemerintahan. Suara
kelompok kedua ini semakin lantang terdengar pasca-Reformasi. Melalui berbagai
lembaga yang telah ada atau organ baru yang diciptakan, mereka aktif
memperjuangkannya, baik melalui dakwah maupun langsung memengaruhi para
pembuat kebijakan. Kelompok ini dalam studi ini dikategorisasi sebagai
tradisionlis-Islamis, gerakan keislaman yang basis ideologinya tetap berpijak pada
ajaran-ajaran keislaman ulama klasik (sebagaimana yang termaktub dalam
kitab-kitab keislaman pesantren), namun artikulasinya di ruang publik
menunjukkan ciri-ciri sebagaimana yang selama ini menempel pada kalangan
Islamis-politis.

Jika tipe tradisionalis-Islamis menandai arus baru dinamika Islam
tradisional Bangkalan pasca-Reformasi, maka yang perlu diingat adalah bahwa
tipe ini bukanlah sebuah kategori dengan wajah tunggal. Di dalamnya terdapat
beberapa subvarian yang memiliki karakteristiknya sendiri. Setidaknya, ada tiga

subvarian pandangan ulama tradisionalis Bangkalan dalam wilayah religio-politik.

2 Dalam “Maklumat Nahdlatul Ulama” yang ditetapkan pada Munas dan Konbes NU di Surabaya,
30 Juli 2006, dinyatakan dengan jelas, “Hingga kini, Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap
merupakan satu-satunya ideologi yang secara dinamis dan harmonis dapat menampung nilai-nilai
keanekaan agama maupun budaya, sehingga Indonesia kokoh dan utuh tidak terjebak menjadi
negara agama (teokrasi) maupun menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai
keagamaan”. Lihat Mun’im DZ, Piagam Perjuangan Bangsa, 135.
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Ketiga subvarian yang mewakili tiga arus besar pergeseran wacana keislaman
tersebut adalah tradisionalis-Islamis ideologis, tradisionalis-Islamis pragmatis, dan
tradisionalis-Islamis naif.

Tradisionalis-Islamis 1ideologis mengacu kepada pemikiran dan/atau
gerakan keislaman yang tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman ulama klasik,
tapi pada saat yang sama juga mengadopsi ideologi keislaman kelompok Islamis,
baik dengan cara mereinterpretasi warisan tradisinya sendiri maupun merevisi dan
menggantinya dengan ideologi Islamisme. Pemikiran kelompok ini ditandai
dengan koherensi yang kuat antarbagian. Ideologi Islam yang diyakini
kebenarannya dideduksi untuk melakukan penilaian atas berbagai fenomena atau
menyusun sebuah agenda gerakan sosial-politik.

Tradisionalis-Islamis pragmatis digunakan untuk menandai pemikiran
dan/atau gerakan keislaman yang tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman
ulama klasik, tapi pada saat yang sama memanfaatkan agenda-agenda politik
kelompok Islamis karena dianggap menguntungkan. Pandangan kelompok ini
bersifat fleksibel, bahkan dalam beberapa hal bisa antagonistik. Koherensi
pemikiran dan gerakan bukanlah kepentingan utama kelompok ini. Cara-cara yang

digunakan bisa dalam bentuk reinterpretasi, revitalisasi atau seleksi tradisi.>

30 Reuter dan Hortsmann mendefinisikan revitalisasi tradisi sebagai "conceptual adaptation and
practical application of elements of an established local way of life with the aim of remedying
certain aspects of changed life situation that considered undesirable. ” (Adaptasi konseptual dan
aplikasi praktis unsur-unsur pandangan hidup yang ada dengan tujuan untuk menghadapi situasi
perubahan yang tidak diinginkan." Thomas Reuter & Alexander Horstmann, "Religious and
Cultural Revitalization: A Post-Modern Phenomenon?," dalam Thomas Reuter & Alexander
Horstmann (eds.), Faith in the Future (Leiden, Boston: Brill, 2013), 2. Dengan mendefinisikan
tradisi (zurdth) sebagaimana yang disodorkan Hanafi maupun al-Jabiri, yaitu sesuatu yang hadir
dan menyertai kita saat ini, yang berasal dari masa lalu, (Lihat bab II, sub bab B), maka revitalisasi
tradisi di sini dimaknai sebagai proses penggunaan selektif atas berbagai peninggalan ulama masa
lalu dalam rangka menghadapi situasi baru akibat perubahan-perubahan yang terjadi.



230

Istilah 'tradisionalis-islamis naif' merujuk kepada pemikiran dan/atau
gerakan keislaman yang tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman ulama klasik,
tapi mengalami kebingungan ketika bersentuhan dengan ideologi Islamisme.
Kebingungan ini bisa jadi karena mereka menemukan kenyataan bahwa wacana
religio-politik kalangan Islamis memiliki banyak kesamaan dengan apa yang
tertera dalam kitab-kitab keislaman klasik yang dipelajarinya, akan tetapi pada
saat yang sama, mereka tidak ingin masuk dalam agenda gerakan kelompok
Islamis yang dipandang sebagai kelompok berbeda. Tidak mengherankan jika
suara yang muncul dari kelompok ini terkesan ambigu.

Gambar 5.7
Subvarian Tradisionalis-Islamis

Pragmatis

Sebagaimana halnya setiap upaya tipologisasi terhadap realitas sosial,
subvarian yang diajukan di sini hanyalah sebuah tipe ideal (idea/ npe) yang

berfungsi mengidentifikasi karakterisrtik umum masing-masing kelompok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Antar-subvarian tidak selalu dipisahkan oleh batas yang jelas, bahkan seringkali

yang ada adalah sebuah garis yang sangat kabur.

B.1 Tradisionalis-Islamis Ideologis

Beberapa kiai yang menjadi informan dalam studi ini menyatakan bahwa
menjadikan Indonesia sebagai negara Islam adalah sebuah keharusan teologis.
Kiai-kiai yang aktif dalam politik dan mendasarkan pandangan-pandangan dan
cita-cita politiknya pada teori politik Islam cenderung berpandangan seperti ini.
Teladan para ulama terdahulu adalah dalil lain yang juga sering mereka sodorkan.

Wakil pas dari kelompok ini barangkali adalah sosok Kyai Imam Buchori
Cholil. Dia dikenal sebagai kiai yang aktif dalam kehidupan politik praktis di
Bangkalan. Dia menjadi tokoh salah satu partai politik. Dia juga pernah
mencalonkan diri sebagai bupati Bangkalan periode 2013-2018. Pengasuh
Pesantren Ibnu Cholil ini pernah menjadi Ketua PCNU Bangkalan selama dua
periode sebelum diganti Kiai Fakhrillah Aschal di tahun 2009.

Menurutnya, Reformasi politik 1998 telah membuka kesempatan politik
bagi umat Islam. Kesempatan ini harus dimanfaatkan umat Islam untuk
mewujudkan cita-cita umat Islam. Cita-cita umat Islam adalah menjadikan Islam
sebagai acuan utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Menurutnya, aspirasi politik para ulama sesungguhnya adalah
menjadikan Islam sebagai dasar negara. Jika ada sekelompok umat Islam yang
ingin memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam atau tegaknya shari‘ah

Islam, maka itulah aspirasi politik sesungguhnya para ulama.
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Secara jelas, dia menyatakan seperti ini:

NU sejak mulai dari awal pendiriannya memang digambarkan seperti
tongkatnya Musa a.s. Itu dalam sejarah ada, bagaimana Mbah Hasyim
Asy’ari [menjelaskan] bahwa ada masa di mana perjuangan seperti itu ya
monggo, awalnya kultural, zaman Belanda, kultural, memang zamannya
tidak mungkin masuk ke dalam struktural. Ketika ada saatnya, ada
kesempatan, diambil oleh kiai-kiai. Sama halnya dengan ketika Nabi Musa
melempar tongkatnya, saat menjadi ular ya menjadi ular. Ketika tujuannya
sudah tercapai ya kembalilah menjadi tongkat. Nah ini juga kita melihat
pra-NU di zaman Walisongo, memang awalnya kultural lewat perdagangan,
lewat dakwah-dakwah, tapi ketika ada kesempatan, Majapahit akan runtuh,
mereka membikin secara formal, bikin Kerajaan Demak melalui Raden
Fatah.’!

Pandangan kiai Imam Buchori Cholil ini konsisten dengan wacana
formalisasi shari‘ah Islam. Baginya, perwujudan konkret dari Islamisasi negara
adalah formalisasi shari‘ah Islam. Dalam konteks ini, dia sangat setuju dengan
implementasi shari‘ah Islam di Aceh. Jika ada daerah di Indonesia yang layak
untuk dijadikan model, maka daerah itu adalah Nangroe Aceh Darussalam.
Pelaksanaan shari‘ah Islam di Aceh, menurutnya, lebih memperlihatkan
keseriusan dan kemenyeluruhannya (4z//#/) dibanding Pamekasan. Sebagaimana
bisa dilihat dalam penyataannya di bawah ini:

Ya itu, nilai-nilai shari‘ah Islam diupayakan untuk menjadi formal. Ketika itu
masuk dalam ranah negara, itu pasti agar ini menjadi formal, baik dalam
bentuk regulasi ataupun dalam undang-undang, perda, dan lain sebagainya.
Memang sementara ini, contoh yang ada adalah Aceh dan Pamekasan. Saya
lebih sepakat dengan yang di Aceh, tuntas, tidak nanggung, sehingga bisa

kelihatan di mana kelemahannya dan kekurangannya serta ketaksempurnaan
nilai-nilai perda. Pamekasan saya lihat tidak /4«/7z/4. Bukan tidak, belum

kafjah

31 KH. Imam Buchori Cholil, #awancara, Bangkalan, 30 Januari 2015.
32 Tbid.
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Dalam kelompok ini juga ditemukan kiai yang secara tegas mendukung
berdirinya /4#%ildfa/ sebagaimana yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia
(HTT). Kiai Mukhaffi Makki,*> misalnya, adalah seorang kiai yang jelas-jelas
menyatakan dukungannya terhadap ide 4%7/afa/ sekalipun dia menyadari sangat
sulit menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Dia memang tidak bisa disebut
sebagai politisi, tapi dia mendukung penuh kiai ke dalam dunia politik.

Dengan pertimbangan sulitnya, jika tidak mustahilnya, mengislamkan
Indonesia, dia mendukung penuh Islamisasi kabupaten atau kota dengan
memformalkan implementasi shari‘ah Islam. Pandangan ini diungkap dalam
penjelasannya tentang upaya-upaya meng-Islamkan Madura.

Katakan se-Madura, Bupati, DPR-nya, masyarakatnya kompak semuanya
untuk memakai shari‘ah Islam, ini bisanya berlaku untuk di Madura. Jadi,
kalau Madura mau meniru seperti di Aceh itu bisa, karena apa, itu bisa
diterapkan asalkan ada peraturan daerahnya. Seperti di Aceh kan hukum
shari‘ah Islam. Z/a sekarang persoalannya mau #zggak pemimpin-pemimpin
yang di Madura ini melakukan shari‘ah Islam. Kalau saya setuju, kalau saya
setuju. Cuma persoalannya tidak semudah itu, tidak semudah itu. Makanya
mulai sekarang ini kan khususnya di Bangkalan, pembelajaran ilmu
al-Qur’an, BTQ ya, Baca Tulis al-Qur’an, itu harus menjadi mulok, muatan
lokal, di tingkat SD. Mulai dari kelas satu hingga kelas lima, mulok, muatan
lokal, ya BTQ ini.... Jadi kalau sudah masuk di mulok ini sifatnya, hukumnya
wajib, wajib ada al-Qur’an itu. ...menurut hasil survey orang Amerika...di
Indonesia ini hanya ada di dua daerah, Aceh sama Madura. Kalau Aceh
sudah memberlakukan hukum shari‘ah Islam, sehingga di sana disebut
Serambi Mekah. Kalau di Madura...Serambi Madinah.

Dari sini jelas terlihat konsistensi pemikiran yang diajukan. Apa yang bisa
ditangkap di sini adalah bahwa pada dasarnya Islam harus menjadi dasar negara.

Itulah prinsip yang harus diperjuangkan. Ketika mereka tidak menjalankannya, hal

itu lebih dikarenakan ketiadaan kesempatan politik. Ketika kesempatan politik

33 Pimpinan Yayasan Darul Kholil Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Bangkalan.
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terbuka, maka Islamisasi negara harus dijalankan. Dalam konteks Bangkalan dan
Indonesia secara umum, kesempatan itu terbuka sejak pecahnya Reformasi 1998.
Angan-angan terhadap terbentuknya negara Islam muncul menjadi tuntutan yang
disuarakan secara jelas. Islamisasi negara diwujudkan melalui formalisasi shari‘ah
Islam secara menyeluruh.
Bagi kelompok ini, pilihannya adalah Islam atau Pancasila. Tulisan Wahid
menggambarkan dengan jelas karakter perjuangan kelompok ini.
Sepenting siapa pun K.H. A. Wahid Hasyim, M. Natsir dan lain-lain, mereka
seharusnya menyadari bahwa penghilangan Piagam Jakarta pada tanggal 18
Agustus, penerimaan Pancasila di Konstituante, penetapan kembali Piagam
Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959, hanyalah bersifat taktis belaka. Dalam
jangka panjang, secara lebih prinsipil adalah perjuangan menghilangkan atau
menetapkan Islam dalam kehidupan bernegara. Kalau Anda mengikuti
pendapat yang pertama, berarti Anda adalah pengikut gerakan nasional.
Sedang sebaliknya adalah pengikut gerakan Islam yang menolak Pancasila.**
Jadi, penerimaan atas Pancasila bagi kelompok ini sesungguhnya hanyalah
sebuah langkah politik taktis dan bersifat sementara. Jika situasi politik
memungkinkan, aspirasi akan sebuah negara Islam tetap akan diperjuangkan.
Hasilnya, penerimaan Indonesia sebagaimana adanya saat ini adalah sebuah

penerimaan yang terpaksa, sedang dalam kesadaran terdalamnya masih tersimpan

rapat aspirasi negara Islam.

B.2 Tradisionalis-Islamis Pragmatis
Kelompok yang disebut tradisionalis-Islamis pragmatis ini melibatkan

kiai-kiai berpengaruh yang menduduki jabatan-jabatan penting di ormas-ormas

3% Abdurrahman Wahid, /s/am Kosmopolitan. Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 207-208.
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keislaman, termasuk di dalam MUI. Di antara mereka juga dikenal memiliki latar
belakang pendidikan yang cukup mapan. Berbagai kualifikasi itu memungkinkan
mereka untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kekuasaan politik lokal.
Mereka tidak mesti seorang kiai-politisi. Namun kemampuan dan pengaruh yang
dimilikinya ~ memungkinkan untuk terlibat dalam setiap dinamika
sosial-politik-keagamaan di  Bangkalan. Kelompok ini juga mampu
mengartikulasikan pandangan-pandangan keislaman mereka ke dalam bahasa
sosio-politik modern.

Pandangan-pandangan kelompok ini bisa sangat tidak konsisten antara
satu isu dengan isu lain. Dalam satu isu tertentu, mereka bisa terlihat sangat
progresif karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan
baik. Namun di isu lain, mereka bisa mengambil posisi yang yang sangat
berseberangan. Inkonsistensi ini tidak sama dengan ambiguitas kelompok
tradisionalis-Islamis naif. Pandangan-pandangan kelompok ini bisa disuarakan
dengan sangat jelas tanpa ada kesan kebingungan. Sehingga, inkonsistensi itu bisa
jadi adalah sebuah pilihan yang lahir dari kalkulasi rasional.

Pandangan seperti ini misalnya bisa ditemukan pada diri Kiai Jauhari
Hasan.>> Kiai ini sangat mengagumi Kiai Makki Nasir, Wakil Ketua PCNU
Bangkalan, dan kiai-kiai lain yang getol menyantrikan Bangkalan. Di matanya,
Kiai Makki Nasir adalah seorang kiai ideal karena di samping seorang akademisi,
dia juga aktivis yang menjadi motor bagi gerakan kiai-kiai Bangkalan dalam

memasukkan aturan-aturan Islami ke dalam regulai Pemda Bangkalan, misalnya,

35 Pengasuh Yayasan al-Hikam, Langkap, Burneh, Bangkalan.
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keharusan memakai jilbab bagi siswi, kemampuan baca tulis al-Qur’an sebagai
syarat lulus SMP, dsb.*® Kiai Makki Nasir juga memimpin kiai-kiai NU menuntut
Pemda Bangkalan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Bangkalan
sebagai Kota Zikir dan Shalawat.3’

Kiai Makki Nasir bukanlah satu-satunya kiai yang aktif dalam
menyantrikan Bangkalan. Hampir semua kiai berpengaruh di Bangkalan terlibat di
dalamnya. Dalam wawancara dengan penulis, Kiai Syarif Damanhuri (Ketua MUI
Bangkalan, Mustasyar PCNU Bangkalan, dan pengasuh Pesantren Salafiyah
Sa’idiyah Arosbaya, Bangkalan) menyebut beberapa nama kiai besar di
Bangkalan yang turut menginisiasi Raperda Pewajiban Jilbab di Kabupaten
Bangkalan dan berbagai inisiasi santrinisasi Bangkalan yang lain. Mereka antara
lain KH. Badrus Soleh (pengasuh Pesantren An-Nawawiyah Kwanyar, sekaligus
Ketua Forum Ulama Bangkalan), KH. Busyro Damanhuri (pengasuh Pesantren
Salafiyah al-Damanhuri, Geger, Bangkalan), dan KH. Fachrillah Aschal
(pengasuh Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan dan Ketua PCNU Bangkalan).3®

Kiai Jauhari Hasan adalah seorang kiai dengan latar belakang pendidikan
formal yang cukup mentereng. Dia mendapatkan gelar sarjana hukum dari
perguruan tinggi ternama di Bangkalan. Saat ini, dia juga sedang menyelesaikan
studi doktoralnya di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Jika gerakan
para kiai berpengaruh di atas bisa diidentifikasi berkarakter Islamis, apakah Kiai
Jauhari Hasan sebagai pendukung gerakan ini memiliki pandangan religio-politik
36 KH. Jauhari Hasan, #awancara, Bangkalan, 11 Februari 2015.

37 "Ulama Desak Bupati Keluarkan SK tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Solawat,"

http://maduranewsmedia.com, 14 Agustus 2015.
38 KH. Syarif Damanhuri, #awancara, Bangkalan, 31 Januari 2015.
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Islamis?

Pandangannya tentang hubungan agama dan negara sangat jauh dari
karakter Islamis. Bahkan, pandangannya dalam masalah ini terkesan sangat
progresif. Hal ini terlihat dari pendapatnya tentang Islam sebagai basis etis dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Ya... sebenarnya agama dan negara itu ya berhubungan. Tapi hubungannya
bukan dalam legal, formal, melainkan agama itu sebagai landasan [etis]
negara. Artinya begini, ketika suatu negara tidak berdiri karena dasar agama,
maka yang terjadi akhirnya...akan memunculkan sifat-sifat manusia yang
kehewan-hewanan, karena tidak didasari oleh petunjuk-petunjuk dari Allah.
Jadi kita perlu meletakkan agama [Islam] sebagai dasar negara [dalam
pengertian seperti itu] karena dasar negara Indonesia ini bukan negara Islam.
Tapi, [keduanya] tetap ada hubungan karena pengembangan masyarakat itu
pasti melalui unsur agama.*

Agama sebagai landasan etis dalam penyelenggaraan negara sangat
dikenal sebagai pandangan politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut
Wahid, hubungan agama dan negara dalam bingkai NKRI terikat pada asas
simbiosis-mutualistik. Agama membutuhkan negara bukan untuk menjadikannya
sebagai agama-negara dengan mendiskriminasi yang lain. Yang dibutuhkan agama
dari negara adalah terciptanya keamanan, kedamaian, dan keadilan agar pemeluk
agama bisa menjalankan agamanya dengan tenang. Sementara negara memerlukan
agama bukan sebagai ideologi, tapi sebagai "basis nilai-nilai etis dan moralitas
yang dapat menjadi spirit konstitusi dan hukum negara...serta menjadi sumber
normatif yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara di tengah

kemajemukan."4°

3 KH. Jauhari Hasan, #awancara, Bangkalan, 11 Februari 2015.
40 Abdurrahman Wahid, "Tarik Menarik Agama dan Negara," http://www.gusdurfiles.com, 19
November 2015.
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Jadi jelas bahwa pandangan Wahid yang meletakkan agama sebagai basis
etis negara digunakannya untuk menolak diskriminasi. Itulah mengapa dia
meletakkan Islam sebagai faktor komplementer bagi komponen-komponen bangsa
lain. Islam tidak boleh menjadi kekuatan tandingan yang justru akan menciptakan
disintegrasi terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan.*!

Sementara, pandangan Kiai Jauhari Hasan di atas justru inkonsisten
dengan pandangannya dalam isu formalisasi shari‘ah Islam. Alih-alih menjadikan
Islam sebagai kekuatan pemersatu yang bersikap adil terhadap kelompok lain,
yang menjadi keinginannya justru adalah pengistimewaan umat Islam, dengan
melihat kelompok di luar Islam sebagai ancaman. Inkonsistensi ini bisa dilihat
dalam pandangannya di bawah ini:

Politik itu sendiri sebenarnya tidak boleh kosong dari kiai. Kenapa? Kalau
nanti kosong dari para kiai, produknya seperti undang-undang yang
produknya DPR dan Presiden, atau apa istilahnya, Perda di daerah, itu nanti
tidak akan berbau Islam. .... Akhirnya apa, agar aturan-aturan yang ada itu
memihak kepada Islam, 4«7 itu penting juga. Jangan kemudian antipati pada
politik, itu juga salah. Karena kalau antipati pada politik, nanti yang masuk
adalah orang-orang yang non-Muslim, yang membenci Islam, akhirnya
undang-undang yang dikeluarkan, seperti undang-undang minum-minuman
keras pada akhirnya tidak akan berpihak pada Islam.*?

Gairah santrinisasi Bangkalan melalui formalisasi shari‘ah Islam adalah
kegairahan yang paling mencolok di antara para kiai. Memang ada sebagian yang
tidak menginginkannya, namun hampir para kiai berpengaruh menginginkan agar
shari‘ah Islam dijadikan regulasi secara resmi. Alasan yang selalu disuarakan

adalah bahwa santri adalah karakter Bangkalan, tapi perilaku masyarakat semakin

lama justru semakin tidak mencerminkan nilai-nilai santri. Ada perasaan gagal

41 Wahid, Zs/am Kosmopolitan, 236.
42 KH. Jauhari Hasan, #awancara, Bangkalan, 11 Februari 2015.
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para kiai dalam menyantrikan masyarakat. Karena itu, hanya melalui regulasi
negaralah masyarakat akan mematuhi shari‘ah Islam. Aspirasi ini dianggap wajar
dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis seperti saat ini.

Untuk mewujudkan keinginan agar shari‘ah Islam diformalkan, para kiai
berpendapat bahwa jalan yang paling efektif adalah melalui politik. Mereka
meyakini bahwa melalui kekuasaan politiklah perjuangan Islam secara efektif bisa
dijalankan. Dengan kata lain, menyantrikan Bangkalan dirasa akan lebih efektif
diperjuangkan melalui politik daripada melalui dakwah.*

Metodenya bisa bermacam-macam. Sebagian mengatakan dengan cara
mendekati penguasa negara agar nilai-nilai tersebut dapat terealisasi. Melalui
pihak yang berkuasa, ide formalisasi shari‘ah Islam dapat dilaksankan dengan
mudah. Ketika kebijakan itu diambil, sosialisasinya pun dapat dilakukan secara
sistematis dan efektif karena langsung didukung oleh pihak penguasa. Sementara,
pelaksanaan sosialisasi di bawah bisa dilakukan oleh para kiai yang selama ini
memang langsung bersentuhan dengan umat. Sebagian menyatakan bahwa cara
yang lebih efektif adalah langsung mendorong kiai untuk menjadi penguasa
pemerintahan. Melalui para kiai-politisi inilah nilai-nilai Islam akan mendapat
garansi untuk dilaksanakan.*

Ide formalisasi shari‘ah Islam sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari
pandangan tentang hubungan antara agama dan negara. Orang yang memandang
bahwa Islam dan negara adalah dua entitas yang menyatu memiliki konsekuensi

terhadap tuntutan penerapan shari‘ah Islam. Sebagaimana yang telah disinggung

4 KH. Imam Buchori Cholil, #awancara, 30 Januari 2015.
4 Tbid.
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di atas, teori politik Islam sepenuhnya tidak memisahkan antara agama dan negara.
Kesatuan agama dan negara ini terkait erat dengan tugas seorang pemimpin
negara dalam mengimplementasikan shari‘ah Islam. Bagi al-Mawardi,
kekhalifahan adalah bentuk dari pemerintahan yang menjaga shari‘ah dan
pelaksanaannya.* Namun, yang terlihat pada kelompok kedua ini adalah bahwa
dukungan atas formalisasi praktik-praktik keislaman tertentu tidak selalu terkait
dengan pandangannya dalam soal relasi Islam dan negara. Sikap ini diambil
semata-mata untuk menjaga kepentingan kelompok.

Penilaian ini tidak mengada-ada jika kita mengaitkan berbagai upaya
santrinisasi Bangkalan dengan tugas-tugas ke-kiai-an. Alasan yang sering
dilontarkan dibalik upaya-upaya formalisasi shari‘ah Islam (santrinisasi) adalah
perasaan akan ketidakefektifan dakwah selama ini. Argumentasi ini bisa dikatakan
berangkat dari rasa frustasi para kiai yang merasa bahwa dakwah dengan lisan
tidak lagi efektif, jika tidak bisa dikatakan gagal. Banyaknya kemungkaran yang
melanda masyarakat dianggap bukti bahwa diperlukan lebih dari sekadar dakwah
yang selama ini dilakukan para kiai. Ceramah-ceramah kiai tidak mungkin bisa
mengalahkan derasnya arus godaan yang ditawarkan kehidupan modern jika tidak
didukung oleh kekuatan paksa yang dimiliki negara. Dakwah secara lisan tidak
lagi didengar dan dipatuhi oleh umat. Karena itu perlu ada peraturan yang
mengikat masyarakat.

Kiai Syarif Damanhuri secara tegas menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Kenapa itu ditempuh, karena melalui dakwah kayaknya kurang efektif. Kalau
dulu kayaknya bisa efektif, orang itu manut saja, tapi kalau sekarang itu,

4 al-Mawardi, a/-Afkim al-Sultinivah, 35.



241

dakwah A7 a/-/isan itu ya didengar saja, kayaknya tidak dilaksanakan. Bukan
apa, kita berbicara secara realita. Realitasnya, karena seperti yang saya bilang
tadi, kita setiap malam sering melakukan A/usukan, tiap hari, tiap malam, tapi
hasilnya kok masih tetap begini. Ini para kiai ngumpul. Bukan hanya di
Bangkalan saja Aayaknya, sudah diikuti di seluruh wilayah Madura. Para kiai
berkumpul, bermusyarawarah, ini caranya begini, begini, begini.*®

Ide formalisasi shari‘ah Islam sesungguhnya berkelindan dengan
pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Ketika amar makruf nahi munkar dengan
kekuatan atau kekuasaan dianggap sebagai level tertinggi dan ideal, maka
aktivitas dakwah juga seharusnya dilakukan melalui tangan-tangan kekuasaan.
Hanya kekuasaan pemerintahlah yang memiliki hak paksa. Sementara, para kiai
hanya memiliki kekuatan lisannya.

Dakwah dengan lisan tidak memiliki kekuatan paksa apapun karena pada
akhirnya ketaatan sepenuhnya tergantung pada objek dakwah, apakah mereka mau
mengikuti atau tidak. Ketika para kiai melihat bahwa kerusakan di masyarakat
semakin lama justru semakin membesar, mereka menganggap dakwah dengan
lisan tidak lagi cukup. Karena itu, diperlukan negara untuk memastikan bahwa
apa yang didakwahkannya akan ditaati oleh masyarakat. Hal itu hanya mungkin
jika apa yang didakwahkan oleh para kiai diformalkan melalui perda. Pikiran
seperti ini sesungguhnya adalah sebuah tema yang sangat umum dalam sistem
politik teokratik, “kekuasaan duniawi diperlukan oleh kekuasaan rohani untuk
mendukung otoritas rohaninya..., misalnya, dengan memberantas heresi.”*’

Ketika sudah ada aturan hukum yang memayunginya, maka langkah

berikutnya adalah implementasi di masyarakat. Mulai sosialisasi, pelaksanaan,

4 KH. Syarif Damanhuri, #awancara, Bangkalan, 31 Januari 2015.
47 Gaus dan Kukathas, Handbook Teori Politik, 772.
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hingga pengawasan akan bisa dilaksanakan secara efektif karena negara memiliki
sumber dana dan sumber daya. Ketika santrinisasi Bangkalan menjadi program
resmi pemerintah, siapakah aktor pentingnya? Jawabannya tidak lain adalah para
kiai. Jika masyarakat tidak menaatinya, = mereka akan mendapat hukuman
sebagai warga negara yang tidak menaati aturan. Jika ini bisa dilaksanakan,

semakin kokohlah kekuatan kiai.

B.3 Tradisionalis-Islamis Naif

Selain dua sub-varian di atas, terdapat kiai-kiai yang berada dalam posisi
ambigu. Kiai ini biasanya adalah mereka yang secara teguh berpegangan pada
literatur-literatur Islam klasik, kurang terpapar dengan ide-ide Islam progresif, dan
tidak ingin masuk ke dalam wacana politik Islam yang dikembangkan oleh
kelompok di luar NU, termasuk kalangan Islamis. Mereka hanya mengikuti apa
yang sudah dititahkan oleh para ulama masa lalu. Sekalipun tidak selalu, mereka
biasanya adalah kiai-kiai muda atau kiai-kiai kecil yang mengikuti apa kata
kiai-kiai senior.

Kiai Imam Mahsus adalah contoh terbaik dalam kategori ini. Dia adalah
seorang Kiai muda pengasuh Pesantren al-Aziziyah 3 Sebaneh, Bangkalan. Dia
adalah keponakan dari Kyai Khon Tobroni, Ketua FPI wilayah Madura. Dia
sendiri menjabat sebagai sekretaris FPI Kabupaten Bangkalan, di samping aktif di
LDNU dan anggota komisi fatwa MUI Bangkalan. Mungkian segera akan
tertangkap kesan bahwa dia adalah sosok radikal. Namun yang sesungguhnya, dia

sama sekali bukanlah kiai radikal sebagaimana yang dikenal dengan karakter
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garang orang-orang FPI. Dia adalah kyai muda dengan penguasaan kitab kuning
yang sangat mumpuni. Dia adalah pribadi yang sangat santun, tidak menyukai
kekerasan, tidak pernah terlibat dalam kekerasan, dan sangat hormat terhadap kiai
sepuf. Jabatannya sebagai Sekretaris FPI Bangkalan diperolehnya semata-mata
karena diminta oleh Kiai Khon Tobrono, paman sekaligus gurunya.

Dia sendiri mengambil sikap untuk menyetujui Islamisasi Indonesia
karena begitulah yang ada di kitab kuning. Sekalipun demikian,
pandangan-pandagannya selalu berada dalam kebingungan. Dia bisa menerima
Indonesia karena kaum Muslim tidak dihalangi dalam berdakwah dan beribadat.
Sekalipun demikian, baginya, Islam tetaplah sebagaimana yang dirumuskan para
ulama, yaitu &7z (agama) dan daw/a/ (negara).

Dia menyatakan,

Apakah mungkin sebagaimana yang dikemukanan Imam al-Mawardi [untuk
diterapkan] di negara NKRI yang masih Pancasila ini? Saya masih percaya
belum mampu. [Apakah Anda setuju dengan pandangan NU bahwa NKRI
adalah final dan harga mati ataukah masih punya keinginan, jika ada
kesempatan, menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam?] Sebagai
seorang Muslim, sebenarnya, tentunya kita harus mendahulukan Islam dalam
tingkatan yang bermacam-macam, mulai dari atas sampai bawah tentunya.
Tapi 4an Allah tidak mewajibkan kepada manusia jika tidak mampu.*®

Jelas pandangan di atas mengindikasikan kuat adanya ketidakberanian
untuk melampaui teks-teks ulama klasik. Mendirikan negara Islam adalah sebuah
kewajiban agama. Di samping itu, ketundukannya kepada para kiai tua juga
membuatnya harus menyelaraskan pandangannya dengan mereka.

[Saya] tidak sependapat [dengan perjuangan Hizbut Tahrir dalam mendirikan

4 KH. Imam Mahsus (Pengasuh Pesantren al-Aziziyah 3, Sebaneh, Bangkalan; Sekretaris FPI
Kabupaten Bangkalan; Anggota LDNU Bangkalan; dan anggota Komisi Fatwa MUI Bangkalan),
Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2015.
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khilafah Islamival) karena masih belum waktunya. lya, kalau waktunya
memungkinkan dan para ulama dan masiayik/ [kiai-kiai tua] setuju
menerapkan shari‘ah, saya setuju. [Jadi NKRI bukan final dan harga mati?]
Ya, jika masih memungkinan dengan dibuat negara Islam.*

Pendapat yang sudah sangat jelas ini tiba-tiba memutar seperti logika yang
pernah digunakan Kiai Wahab dalam menjelaskan penerimaan Soekarno sebagai
wall al-amr al-daruri bi al-shawkah. Jika Kiai Wahab melihat ketidakmungkinan
mendapatkan zzam a zam dengan kualitas mujtahid mutlak karena manusia
seperti itu sudah tidak ada sejak 700 tahun yang lalu, maka Mahsus memandang
bahwa khilafah Islam itu tidak mungkin lagi ditegakkan karena sudah menjadi
kepastian Tuhan sendiri. “Kenapa saya ini tidak ingin menjadikan Indonesia ini
sebagai negara Islam, karena sebetulnya sudah ditentukan oleh Nabi sendiri,
bahwa ##Zilafa/i itu hanya berumur 30 tahun. Setelah umur 30 tahun pasti
berakhir”.>°

Dibanding dengan kedua sub-varian sebelumnya, sub-varian
tradisionalis-Islamis naif ini bisa dikatakan tidak pernah sungguh-sungguh
beranjak dari titik awal tradisionalnya. Sementara, tradisionalis-Islamis ideologis
bisa dikatakan berjalan cukup jauh dan mengambil terlalu banyak dari Islamisme.
Kelompok tradisionalis-Islamis pragmatis bergerak fleksibel di antara dua kutub

ini.

4 Tbid.
50 Tbid.
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Gambar 5.8
"Jarak" Pergeseran dari Tradisionalis ke Islamis

Tradisionalis Islamis
Naif Pragmatis Ideologis

ek
Setelah melihat pandangan masing-masing sub-varian, perbedaan

pandangan masing-masing kelompok dalam isu relasi Islam-negara (Indonesia)

dan formalisasi shari‘ah Islam bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.9
Perbedaan Masing-masing Sub-Varian
Varian/Sub-Varian Relasi Islam-Indonesia Formalisasi Syari'at
Islam
Ideologis Islamisasi Indonesia Syariat Islam diformalkan
atau Indonesia Islam menjadi azaz negara dan
hukum negara.

;? Pragmatis Menerima Indonesia Santrinisasi birokrasi dan
& dengan asas Pancasila memformalkan berbagai
g' dan UUD 1945. praktik keislaman santri
£ melalui ketetapan regulasi
=z pemerintah daerah.
£ Naif Menerima Indonesia Tidak jelas (ikut
é. yang berasaskan mashayikh)

Pancasila, tapi juga

tetap mendambakan

negara [slam

Perlu dinyatakan dengan jelas bahwa tidak semua kiai masuk dalam arus
tradisionalis-Islamis. Para kiai yang berkarakter sufistik dan berjarak dari
dinamika politik praktis, serta kiai-kiai muda yang terpapar oleh ide-ide Islam
progresif cenderung menerima keberadaan Indonesia sebagaimana adanya saat ini.

Pandangan ini, misalnya, ditemukan pada diri Kiai Abdul Wahab bin Jazuli,
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Pimpinan Jam 7yah Ahl al-Tarigah al-Mu tabarah al-Nalhdivah ldarah Shu bivah,

Bancaran, Bangkalan. Dengan tegas, ia menyatakan,
Kalau kamu tidak mau karena Indonesia ini [dianggap] negara kafir, kamu di
sini, ada uang? Iya. Ini uangnya negara. Kalau kamu tidak mau Indonesia,
karena bukan Islam, ini negara kafir, ya buang semua itu uang. Kamu duduk
di laut, #zggak boleh itu. .... Kalau kamu tidak mau Pancasila, ya di Arab
Saudi. Bagaimana mau merubah negara? Satu-satunya cara adalah orang itu
harus dirubah semua. Masyarakat itu harus dirubah semua, satu persatu itu
dirubah iman semua se-Indonesia.”!

Seorang kiai muda dari Tragah, Kiai Mu'ad Sholeh, pengasuh Yayasan
al-Mubtadi'in, menyuarakan hal yang sama. Ia menisbatkan pikirannya pada
gerakan KH. Abdurrahman Wahid. Ketika ditanya pandagannya tentang apakah
Indonesia tetap sebagai negara yang berasaskan Pancasila ataukah perlu diubah
menjadi negara Islam, dia menjawab, “Saya lebih condong ke Gus Dur saja,

gerakannya Gus Dur grzz. Kalau saya s7/ setuju dengan yang ada sekarang ini,

Pancasila dan UUD '45 ini."*?

C. Amar Makruf Nahi Munkar (e/-Amr bi al-Ma‘ruf wa al-Nahy ‘an
al-Munkar)

Secara harfiah, amar makruf nahi munkar berarti perintah untuk
menegakkan kebaikan dan melarang kejahatan atau keburukan. Bisa dikatakan
tidak ada seorang pun dari umat Islam yang mengingkari perintah ini. Perintah itu

sendiri tegas tertera dalam al-Qur’an.>® Perbedaan tafsir atas konsep tersebut

51 KH. Abdul Wahab bin Jazuli, #awancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.

52 K. Mu'ad Sholeh, #awancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.

53 Surah Ali ‘Tmran:104: b Sy S e Gaeliy wayhady ol Al ) e A0 & (&

Osal); Ayat lain yang juga biasa dikutip adalah Surah al-Qasas: 87: 05 el (ulill caa &l &l s a5
Mosiasis JSiall e (seiis oy yeally


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=229
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=229
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terutama terletak dalam masalah hukum dan metode pelaksanaan serta siapa yang
harus melaksanakannya. Berbagai perbedaan itu muncul karena perintah amar
makruf nahi munkar bisa membawa kepada kerusakan jika tidak dipahami dan
dijalankan secara tepat.

Sejak dulu, para ulama telah mengembangkan berbagai penafsiran dalam
masalah ini. Salah satu ulama yang mengembangkan pemahaman atas konsep
amar makruf nahi munkar adalah al-Ghazali dalam kitab Zpa’ ‘Ulum al-Din>*
Menurutnya, amar makruf nahi munkar harus dilakukan secara bertahap. Tahap
pertama adalah memiliki pengetahuan yang tepat tentang kemungkaran yang
terjadi. Tahap berikutnya adalah menasihati secara lembut, meningkat kepada
penggunaan kata-kata yang lebih tegas. Jika kemungkaran masih terjadi, maka
langkah selanjutnya adalah tindakan pencegahan langsung. Yang dimaksud
dengan tindakan langsung di sini bukan dalam arti memberi puzis/iment atas
pelaku kemungkaran, tapi mengambil tindakan sedemikian rupa agar tidak jatuh
korban, misalnya melerai orang yang sedang berkelahi atau menolong orang yang
menjadi korban pencurian.>?

Kebanyakan ulama menyatakan bahwa hukum amar makruf nahi munkar
adalah fard /ifaya/ (jika sebagian orang telah melaksanakannya, maka yang lain
gugur kewajibannya).’® Status hukum ini sesungguhnya terkait dengan kaidah

pelaksanaan amar makruf nahi munkar di atas. Jika semua orang terkenai

34 Abli Himid Muhammad b. Muhammad al-Ghazali, /i’ ‘Ulim al-Din (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘TIlmiyah, t.th.). Ulama lain yang juga banyak membicarakan amar makruf nahi munkar adalah
Ibn Taymiyyah dalam kitab a/-Hisbar fi al-Isidm, sekalipun kitab ini bisa dikatakan bukan rujukan
penting bagi komunitas pesantren tradisional. Lihat Ahmad b. ‘Abd al-Halim b. Taymiyah,
al-Hisbah f7 al-Islam aw Wazifat al-Hukum al-Isladmiva/ (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992).
55 Ibid., 422.

36 Ibid., 411.
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kewajiban dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar, maka pelaksanaannya
di lapangan bisa tidak terkontrol. Alih-alih mendatangkan kebaikan, justru bisa
menimbulkan kerusakan yang lebih besar, terutama jika sudah sampai pada tahap
penggunaan kekuatan atau kekuasaan (a/yad). Oleh karena itu, maka
endorsement dari penguasa yang sah menjadi prasyarat yang diharuskan dalam
penggunaan kekerasan. Atas dasar itu pulalah amar makruf nahi munkar tidak
menjadi fa7d ‘ayn (kewajiban yang mengenai semua orang). Bahkan menurut
al-Mawardi, pelaksanaan amar makruf yang menyangkut kebaikan publik pun
tetap harus mendapat izin dari penguasa. Sekali lagi, hal ini dilakukan untuk
menjaga agar penegakan kebaikan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih
besar.>’

Secara umum, pandangan di atas mencerminkan posisi NU dalam masalah
amar makruf nahi munkar. Secara umum, NU tidak pernah menyusun suatu
panduan teknis pelaksanaan amar makruf nahi munkar sekalipun menyinggung
masalah ini di beberapa dokumennya. Dalam AMugaddimah Qanun Asasi
Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari memulainya dengan menyebut berbagai ayat
al-Qur’an dan Hadith, di mana salah satu ayat yang disebut di bagian awal adalah
al-Naml, ayat 125, yang biasa dikenal sebagai ayat dakwah.’® Surat Ali ‘Imran
ayat 104 yang biasanya dianggap sebagai ayat amar makruf nahi munkar disebut
di bagian akhir rangkaian ayat-ayat dan hadith-hadith pembuka. Mugaddimar
Qanun Asasi yang sering dianggap sebagai manifesto ideologi NU sama sekali

tidak berisi tentang tuntunan teknis pelaksanaan amar makruf nahi munkar. Justru

3T al-Mawardi, a/-Ahkim d/—Su{idnlj/a/I, 322. ‘
% Surah al-Naml: 125: ¢ plel s i) of gl (2 (b pelila s Dl Ao gl ASalls iy i M) 22
Ondigally ale] 58 5 adw e dua


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=989&idto=989&bk_no=49&ID=1007
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=989&idto=989&bk_no=49&ID=1007
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yang menjadi tekanan dalam dokumen ini adalah persatuan dan dakwah dengan
penuh kasih sayang.>
Dokumen lain yang menyebut secara jelas amar makruf nahi munkar
adalah Khittah Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh K.H. Achmad Siddiq. Dalam
dokumen tersebut dinyatakan bahwa sikap kemasyarakatan NU dicirikan oleh
empat hal: zewassur dan 77idal/ (moderat), r‘asamuf (toleran), rawazun
(berimbang), dan amar makruf nahi munkar. Poin amar makruf nahi munkar
dijelaskan dengan nada yang jauh dari kesan agresif, “Selalu memiliki kepekaan
untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan
bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan
merendahkan nilai-nilai kehidupan”.®
Pandangan ulama-ulama NU juga menekankan pentingnya menjaga

pelaksanaan amar makruf nahi munkar agar tidak menjadi penghakiman sipil di
luar sistem politik dan hukum yang sah, yang justru bisa menimbulkan kerusakan
yang lebih besar. Sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar oleh Kiai
Muhammad Ma’ruf Khozin (Anggota LBM PWNU Jawa Timur dan Wakil Katib
Syuriah PCNU Surabaya),

Dalam amar makruf nahi munkar ini 427 yang diperintah amar makrufnya

dulu. Sementara, banyak orang yang tidak amar makruf, tapi yang

didahulukan nahi munkarnya. Bagi kita tidak, amar makruf dulu, karena

perintahnya amar makruf disebut lebih dulu. Dalam konsep amar makruf

nahi munkar kita ini, yang masih menjadi masalah 4z nahi munkar-nya.

Kalau amar makrufnya 44~ sudah jalan kiai-kiai kita ini, di masjid-masjid, di

pengajian-pengajian, di pesantren-pesantren. .... Kalau menurut kiai-kiai kita

itu, nahi munkar itu ada syaratnya, nahi munkar itu harus &7/ salama
% dpall daA) ANl el AL Al WAL b GMadl el Gl (8 ALl WKk (Lihat
dokumen Mugaddimah al-Qéniin al-Asdsi li Jam ivah Nahdah al- Ulami’ li al-Shaykh al- Alim

al-Fadil Muhammad Hdshim Ash ari al-Jumbani).
60 «“Khittah Nahdlatul Ulama”, dalam Piagam Perjuangan Kebangsaan, Mun’im DZ, 106.
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al- ‘agibah. Setelah melakukan nahi munkar itu tidak boleh menimbulkan
kerusakan. Itu ada, diatur dalam figh kita itu. .... Jadi kalau sekiranya saya
nahi munkar tapi nanti saya jadi z4aran, jadi bentrok, maka saya tidak boleh.
Kalau sekarang kalau melakukan nahi munkar itu pasti bentrokan, pasti
tawuran. Cara itu sudah menyimpang. .... Jadi sebetulnya nahi munkar itu
bukan seperti itu. Makanya, nahi munkar itu ada tiga tahapan. Tahap pertama
menghilangkan mungkar dengan kekuatan, itu adalah miliknya pemerintah,
kalau nahi munkar A7 a/-/isarn itu ya miliknya para kiai itu. Nah kita
masyarakat sipil itu, jangan terlibat itu maksudnya ingkar dengan hati. Jadi
istilah ingkar dengan hati itu jangan terlibat. Itu syarat yang pertama,
sedangkan syarat yang kedua kemungkaran itu tidak boleh dihilangkan
dengan cara yang lebih mungkar. Aa/, dalam figh bukan seperti itu namanya
nahi munkar. Jadi menurut ulama-ulama kita itu menghilangkan
kemungkaran dengan tiga cara itu, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan
hati atau dengan ga/b, itu paling bisa diklasifikasi. Kalau tangan dengan
kekuasaan ya aparat karena aparat sudah diberi tugas dan wewenang.®!

Di sisi lain, terdapat kelompok Islam lain yang memiliki pemahamannya
sendiri atas konsep amar makruf nahi munkar. Front Pembela Islam (FPI),
misalnya, menjelaskan konsep ini dengan membaginya ke dalam dua kelompok
pelaksanaan, yaitu pelaksanaan amar makruf dan pelaksanaan nahi munkar. Amar
makruf dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: mengajak dengan
hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi nasihat yang baik, dan
berdiskusi. Sedangkan dalam melakukan nahi munkar, FPI mengutamakan sikap
yang tegas melalui penggunaan kekuatan/kekuasaan bila mampu dan
menggunakan lisan dan tulisan. Bila kedua langkah tersebut tidak mampu
dilakukan, maka nahi munkar dilakukan melalui hati yang diwujudkan ke dalam
sikap yang tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran.

Dalam panduan menjalankan nahi munkar, tahap-tahap yang akan

dilakukan FPI adalah sebagai berikut:

61 KH. Muhammad Ma’ruf Khozin (Anggota LBM PWNU Jawa Timur dan Wakil Katib Syuriah
PCNU Surabaya), #awancara, Surabaya, 4 Februari 2015.
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1. Pengkajian berdasarkan shari‘ah Islam oleh para ahlinya.

2. Diusahakan diselesaikan melalui prosedur hukum formal negara yang berlaku,
dengan cara: investigasi kasus, menghimpun dukungan masyarakat, dan
melaporkan ke instansi pemerintah yang berwenang.

3. Bila prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu dan bila penegakan
amar makruf nahi munkar sudah mesti, maka FPI akan mengambil tindakan
tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.®

Justru di tahap akhir itulah FPI seringkali tergelincir mengambil alih
kewenangan negara dengan menjadikan dirinya sebagai penegak hukum yang
sesungguhnya bukan kewenangannya. Sebagaimana yang diakui sendiri oleh Kiai

Imam Mahsus, Sekretaris FPI Bangkalan,

[Jika pihak keamanan melarang, maka FPI] tetap bertindak, setahu saya, tapi
dengan menggunakan cara-cara yang lain, misalnya, dengan menggunakan
nama-nama organisasi yang lain. Tetap melakukan tindakan langsung. Di sini
memang titik rancunya sebenarnya. Ketika tidak mendapatkan izin dari pihak
keamanan, ada sebagian wilayah atau daerah atau beberapa daerah masih
memaksa.%®
Terkait dengan pelaksanaan amar makruf nahi munkar, hampir semua kiai
yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak setuju dengan penggunaan
kekerasan. Mereka tidak menyetujui pelaksanaan amar makruf nahi munkar yang
menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan publik. Prinsip yang sangat

kokoh dipegang adalah bahwa tidak boleh melakukan amar makruf nahi munkar

yang justru mengundang kejahatan baru. “Melarang kejahatan tapi menimbulkan

62 Lihat Habib Muhammad Rizieq Syihab, Didlog FPI Amar Ma ruf Nahi Munkar (Jakarta:
Pustaka Ibnu Sidah, 2004).
6 KH. Imam Mahsus, #awancara, Bangkalan, 9 Maret 2015.
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kejahatan yang baru itu yang kami tidak setuju”, tegas Kiai Syarif Damanhuri.®

Menurut Kiai Abdurrahman,®® amar makruf nahi munkar tidak akan

berhasil jika dilakukan dengan cara-cara kekerasan karena menurutnya, setiap

dakwah hanya akan dapat menyentuh hati masyarakat apabila dilaksanakan

dengan cara yang baik. Dengan tegas dia menyatakan,

Pemahaman man ra'a minkum munkar fa al-yughayyvir br yadih itu bukan
dengan kekerasan. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya paling tidak setuju
kalau dengan dalih /7 a/-yughayyir bivadi/ itu main rusak-rusakan, meskipun
itu di tempat-tempat yang katakanlah seperti tempat pelacuran seperti di
Dolly [salah satu kompleks pelacuran terbesar di Kota Surabaya, pen.]
sebelum di tutup itu, #z@a4 boleh itu dengan cara-cara kekerasan seperti itu. ....
B7 yadif di sini itu kemampuan, bukan main pukul, bukan main hantam,
bukan main hajar, bukan main 4/a/ Akbar kaca pecah, A/la/ Akbar, masuk
ke tempat-tempat yang dianggap munkar, kemudian merusak di sana, bukan
seperti itu yang dimaksud 47 yadif.%

Suara Kiai Abdurrahman bisa dikatakan sebagai suara umum kiai-kiai di

Bangkalan. Hal senada, misalnya, juga diutarakan oleh Kiai Abdul Wahab bin

Jazuli. Menurutnya,

Hukumnya amar makruf nahi munkar itu wajib kepada semua orang.
Hendaklah  kalian  menjadi  umat, kelompok, yang menyuruh
kebaikan-kebaikan dengan kebaikan. Kalau prinsip saya berhenti di
menyuruh kebaikan, mengajak kebaikan, tidak sampai ke nahi munkar. ....
Dengan amar makruf, nahi munkar terhapus dengan sendirinya.®’

Itulah mengapa bisa dipahami bahwa sekalipun banyak kalangan yang

mengritik kedekatan kiai-kayi NU Bangkalan dengan FPI (bahkan bisa dikatakan

seluruh pengurus FPI Bangkalan adalah kiai-kiai NU), namun hampir seluruh

informan menyatakan bahwa FPI Bangkalan tidak melakukan tindakan kekerasan

4 KH. Syarif Damanhuri, #zwancara, Bangkalan, 31 Januari 2015.

65 Pengasuh Pesantren Darussalam, Langkap, Burneh, Bangkalan.

% KH. Abdurrahman, #awancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.

67 KH. Abdul Wahab b. Jazuli, #awancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.
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yang merusak sebagaimana FPI di tempat lain. Mungkin ada beberapa kejadian di
mana FPI Bangkalan bertindak berlebihan, namun para kiai yang memimpin FPI
Bangkalan selalu berupaya agar tidak jatuh ke dalam praktik amar makruf nahi
munkar yang justru melahirkan kemungkaran baru.®®
Beberapa jawaban ambigu baru muncul ketika ditanya apakah amar
makruf nahi munkar dengan menggunakan tangan boleh dilakukan masyarakat
sipil tanpa izin pemerintah. Persoalan ini memang menjadi titik kebingungan yang
membuat banyak pihak mudah tergelincir untuk main hakim sendiri. Kebanyakan
mereka menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan amar makruf nahi munkar dari
nasihat baik hingga tindakan tangan tanpa membuat penjelasan yang memadai
tentang siapa pelakunya. Yang tertangkap seolah-olah semua tahap tersebut adalah
kewajiban bagi semua umat Islam, tanpa membuat klasifikasi apakah mereka
masyarakat biasa atau penguasa.
Sikap ini terlihat jelas dalam pandangan Kiai Imam Buchori Cholil,

mantan Ketua PCNU Bangkalan dan pengasuh Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan.

Di situ ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Tidak boleh 47 yadi

[dengan kekuatan atau kekuasaan] tanpa kondisi-kondisinya dipenuhi. Jika

kondisi-kondisi 47 yadi/ terpenuhi, maka metode A7 /isani/ tentu juga tidak

efektif. [Kondisi itu] misalnya, ketika dalam suatu wilayah, kita ini adalah

orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan itu, maka boleh 47 yadi/.

Tapi jika kita tidak mempunyai itu, maka kita harus 47 a/-/isan. Atau bahkan

jika kita tidak mampu ya 47 al-ga/b. .... Tidak harus jadi bupati untuk
menggunakan A7 yadis. Kalau ada kemungkaran dalam masyarakat dan

% Bahkan, Sekretaris FPI Bangkalan sendiri secara tegas menyatakan bahwa pemerintahlah yang
memiliki kewenangan untuk bertindak secara langsung dalam mencegah kemungkaran. “Pada
dasarnya, menangani itu adalah pihak yang berwenang. Di beberapa catatan dengan berbagai
sumber mengatakan bahwa 47 a/-yad (dengan tangan) maksudnya adalah dengan pemerintah atau
kekuasaan. Jadi sebenarnya, kita ingin bergandengan dengan mereka dan mengingatkan kepada
mereka. Saya melihat ada keinginan bergandengan dengan pemerintah dalam melakukan tindakan.
Akan tetapi ada beberapa celah yang tidak terkontrol yang itu sangat disesalkan”. Kiai Imam
Mahsus, #awancara, 9 Maret 2015.
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punya kekuatan untuk melakukan itu, maka lakukanlah.®

Ketika dinyatakan kepadanya bahwa penegakan amar makruf nahi munkar
dengan kekuatan atau kekuasaan dilakukan oleh kelompok sipil tanpa izin dari
penguasa bisa melahirkan kemungkaran yang lebih besar, dia kemudian merevisi
pandangannya. Dia menyatakan bahwa tugas tokoh agama hanya sampai pada
peringatan lisan, sedangkan tindakan langsung adalah kewenangan aparat. Jika
kiai sudah mengingatkan dan aparat tidak melaksanakan, maka gugurlah
kewajiban kiai, dan yang menanggung dosa adalah aparat. Sebagaimana
pernyataannya di bawah ini.

Ya saya sepakat dengan pemikiran seperti itu. Bahwa tidak ada hak
masyarakat sipil memberi punisiment kepada masyarakat sipil lain dengan
melanggar aturan negara. Kita sebagai kiai-kiai tradisional, ya itu merupakan
tanggung jawab negara, dan ketika kita menyampaikan negara untuk
melakukan ini, melaporkan istilahnya dan negara tidak melakukan, ya itu
dosanya negara, aparat dalam hal ini.”®

Memang, para ulama sejak dulu terpecah ke dalam dua kubu tentang
apakah pelaksanaan amar makruf nahi munkar perlu mendapat izin dari penguasa
politik yang sah atau tidak. Pandangan para kiai tradisional Bangkalan juga
mencerminkan dua pendapat ini. Penggunaan kekuatan atau kekuasaan dalam
melakukan nahi munkar terutama disandarkan pada sebuah Hadith yang
diriwayatkan oleh Muslim (man ra’'a minfum munkaran falyunkirhu bi yadih, fa
in lam yastafi* fa br lisanih, fa in lam yastati* fa bi galbih, wa dhalika ad af
al-iman).”" Pertanyaannya adalah: siapakah yang berhak menggunakan kekuatan
% KH. Imam Buchori Cholil, #awancara, Bangkalan, 30 Januari 2015.

70 Tbid.
" al-Ghazali, yd’ “Ulim al-Din, 423.
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atau kekuasaan dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar?

Sebagian kiai memaknai A7 a/-yad melekat pada setiap orang sehingga
siapapun yang memiliki kemampuan untuk bertindak dengan kekuatannya untuk
mencegah kemungkaran, maka ia wajib melaksanakannya. Larangan hanya terjadi
apabila dia tidak memiliki kekuatan. Alasan di balik argumen ini adalah kalau
mencegah kemungkaran dengan menggunakan kekuatan padahal dirinya tidak
sungguh-sungguh memiliki kekuatan, maka hasilnya adalah bergantinya
kemungkaran lain yang sepadan atau bahkan lebih besar. Tapi, jika orang atau
kelompok orang memiliki kekuatan untuk mencegah kemungkaran, maka ia
diperbolehkan.”?

Pandangan ini sebetulnya hendak menyatakan bahwa masyarakat sipil
boleh melakukan tindakan pencegahan langsung sekalipun tidak mendapat izin
dari penguasa yang sah. Argumen yang sering dilontarkan adalah bahwa
seringkali aparat justru terlibat dalam kemungkaran. Langkah tindakan langsung
perlu diambil mengingat kerusakan masyarakat dianggap semakin parah saat ini.
Jika penanganannya hanya diserahkan kepada aparat yang berwenang, nahi
munkar tidak akan efektif. Apalagi, saat ini banyak aparat yang memiliki
kewenangan justru seringkali terlibat dalam kemungkaran itu sendiri. Dengan
demikian, masyarakat tidak hanya diperbolehkan melakukan nahi munkar, tetapi
diwajibkan melakukannya.”

Sementara, kelompok yang lain dengan tegas mengatakan bahwa hanya
aparat pemerintah yang memiliki kewenangan sah yang berhak menggunakan

2 KH. Imam Buchori Cholil, #awancara, Bangkalan, 30 Januari 2015.
3 KH. Jazuli Noer (Pimpinan Yayasan Nurul Amanah Basanah, Tanah Merah, Bangkalan),
Wawancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.
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kekuatan dalam melakukan nahi munkar. Sebagaimana yang dinyatakan Kiai
Abdul Wahab bin Jazuli, "Kelompok saya, keluarga saya di sini diajak untuk amar
makruf. Kalau nahi munkar, ini halal, ini haram, ini ada batasnya. Kalau masalah
kenegaraan, peradilan, ini yang mengatur hakim."’*

Hal senada juga diungkapkan oleh Kiai Jauhari Hasan yang menyatakan
bahwa nahi munkar dalam pengertian memberi hukuman kepada pelaku
pelanggaran sifatnya terbatas, misalnya, di lingkungan pesantren. Tapi penegakan
hukum di masyarakat hanya bisa dilakukan oleh aparatur negara yang memiliki
kewenangan.”

Kelompok kedua ini memandang bahwa kekuatan atau kekuasaan yang
dimaksud dalam Hadith tersebut (fz al~yughayyir bi yadi/) adalah dengan
menyerahkan pelaksanaannya kepada pemegang kekuasaan. Ulama atau kiai tidak
hanya tidak memiliki kekuatan, namun juga mempunyai wilayahnya sendiri dalam
melaksanakan amar makruf nahi munkar. Para kiai bisa mengambil porsi sebagai
penyeru kebaikan melalui nasihat dan #zjadala/ (adu argumen) serta mencegah
kemungkaran sampai pada tahap &7 @/-/isan, sementara nahi munkar dengan
tindakan kekuatan atau kekuasaan adalah porsi pihak yang berwenang. Itu
dianggap sebagai cara terbaik dalam mencegah kerusakan yang lebih besar.

Kelompok ini menyebut bahwa dalam figh Islam telah menerangkan
dengan jelas cara ber-amar makruf nahi munkar yang baik, yaitu dengan
memperhatikan kaidah &7 sa/amal al- ‘agiba/ (tidak mengakibatkan keburukan)

dan a/-munkar la yuzal br al-munkar (kemungkaran tidak bisa dihilangkan dengan

74 KH. Abdul Wahab bin Jazuli, #awancara, 10 Februari 2015.
75 KH. Jauhari Hasan, #awancara, 10 Februari 2015.
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kemungkaran). Kaidah sa/amalh al- ‘aqiba/i berarti bahwa pelaksanaan amar
makruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang damai dan memberi
keselamatan baik kepada subjek maupun objeknya. Sedangkan kaidah kedua
memiliki arti bahwa kemungkaran tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara yang
mungkar karena hal ini akan menimbulkan lingkaran kemungkaran yang tidak
berujung.’®

Langkah ini dipandang paling bijak karena pihak berwenanglah yang
memiliki pengetahuan dan kekuasaan dalam masalah ini. Negara telah memiliki
lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas kemungkaran.
"Indonesia telah memiliki jalur hukum yang jelas, maka tidak diperbolehkan
melakukan tindakan yang menyalahi sistem tersebut," tegas Kiai Mukhaffi
Kholil.””

Amar makruf nahi munkar dengan metode 47 a/-/isan dilakukan oleh
orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Orang-orang yang masuk dalam
kategori ini adalah para pendakwah, guru, dan orang tua. Bagi mereka, kekuasaan
hanya terbatas pada santri maupun anaknya sehingga nasihat atau larangan secara
lisanlah yang paling sesuai.”® Bagi para kiai, cara 47 a/-/isan yang efektif adalah
melalui pengajian yang dilaksanakan secara rutin di masyarakat.”

Sebetulnya, apa yang tampak sebagai perbedaan di atas lebih merujuk

pada titik tekan daripada sungguh-sungguh mencerminkan perbedaan. Perbedaan

76 KH. Muhammad Ma'ruf Khozin, #zwancara, Surabaya, 4 Februari 2015.

77 KH. Mukhaffi Kholil (Pimpinan Yayasan Darul Kholil, Burneh, Bangkalan), Wawancara,
Bangkalan, 9 Februari 2015.

78 KH. Muhammad Ma'ruf Khozin, #awancara, Bangkalan, 4 Februari 2015.

7 Kiai Anas (Pengurus Yayasan al-Mubtadi'in, Tragah, Bangkalan), #awancara, Bangkalan, 10
Februari 2015.
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pandangan di atas sebetulnya lebih menandai perbedaan pandangan tentang mana
yang harus didahulukan. Sebagian berpendapat bahwa amar makruf nahi munkar
sebetulnya sebuah konsep yang integral. Dia bisa dipisahkan secara analitis, tapi
menyatu dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, ia harus dilaksanakan secara
bersamaan. Kiai Imam Buchori, misalnya, memandang bahwa amar makruf tidak
bisa tegak jika nahi munkar ditinggalkan, begitu juga sebaliknya. Jika salah
satunya ditinggalkan, maka akan menimbulkan benturan dalam pelaksanaan
hukum itu sendiri.?® Sementara, kiai-kiai yang lebih menekankan pada dakwah
cenderung berpendapat bahwa jika amar makruf telah ditegakkan, maka nahi
munkar otomatis akan tercapai.®!

Jadi, bisa dikatakan bahwa hampir semua informan tidak menyetujui
penggunaan kekerasan dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar. Memang,
ada momen-momen tertentu di mana kesadaran para kiai Bangkalan akan amar
makruf nahi munkar membawanya kepada langkah-langkah berlebihan yang
menimbulkan kerusakan, sebuah pandangan yang sebetulnya juga memiliki
dasarnya dalam perspektif keislaman klasik tertentu. Namun, kesadaran untuk
menghindari mafsada/i yang lebih besar bisa menjadi pengontrol sehingga
pelaksanaan amar makruf nahi munkar tetap berada dalam kaidah sa/amar
al- ‘agibah.

Bahkan seorang Kiai Jazuli Noer yang sangat berapi-api menyatakan
kewajiban melakukan amar makruf nahi munkar dengan kekuatan ketika aparat

keamanan tidak melaksanakan tugasnya pun pada akhirnya tetap menyatakan

80 KH. Imam Buchori Cholil, #awancara, Bangkalan, 30 Januari 2015.
81 KH. Abdul Wahab bin Jazuli, #awancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.
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bahwa,
Tidak diperbolehkan melakukan tindak kekerasan, tidak boleh. K@z Islam
tidak identik dengan kekerasan 4o#. E...tetap harus menggunakan kesopanan,
kemudiam dialog dengan wa jadi/ /hum bi al-lati hiva ahsan, dialoglah
dengan cara yang lebih baik. Itu konsep Islam. Gunakanlah media dialog, iya
Aan, supaya orang itu mau menerima, menyadari, bahwa yang dia lakukan itu
salah.%?
Cara terbaik ber-amar makruf nahi munkar adalah menghindari kekerasan.
Cara damai dan halus adalah cara yang dianggap paling tepat. Sebagai contoh,
jika seseorang tidak melaksanakan salat, maka untuk mengajaknya adalah
mendekatinya dan berteman. Jika hatinya telah berhasil dimenangkan, akan sangat
mudah mengajaknya melakukan ibadah secara rutin.

Itulah mengapa secara umum mereka menolak semua bentuk kekerasan
dalam berdakwah. Sikap ini juga menggiring untuk tetap bertindak proporsional
dengan menghindar dari tindakan langsung yang bisa berarti mengambil alih
kewenangan penguasa yang sah. Penindakan langsung oleh masyarakat sipil atas
masyarakat sipil lain akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sementara,
kaidah penting dalam pelaksanaan amar makruf nahi munkar adalah tidak boleh
menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran karena hal itu hanya akan
mengakibatkan pergantian kemungkaran atau bahkan membuat kemungkaran
menjadi lebih besar.

Bagaimanapun juga, para kiai ini tetap berpatokan pada teori politik sunni

yang sangat menekankan pada harmoni dan pengakuan atas pemerintahan yang

ada. Adagium politik sunni yang sangat terkenal adalah “enam puluh tahun

8 KH. Jazuli Noer, Wawancara, 10 Februari 2015.
8 KH. Abdul Wahab b. Jazuli, #awancara, Bangkalan, 10 Februari 2015.
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bersama dengan pemimpin yang zalim lebih baik dari satu malam tanpa seorang
pemimpin.” Adagium ini menggambarkan dengan jelas bahwa politik sunni sangat
menghindari c/aos.®* Tidak mengherankan jika secara umum kiai-kiai NU selalu
mengecam upaya-upaya delegitimasi apalagi pemberontakan terhadap
pemerintahan yang ada (sah) karena itu dianggap sebagai bug/hat.

Di samping itu, permusuhan terhadap kelompok Wahabi tetap merupakan
api abadi yang menyala dalam kesadaran kiai-kiai di Bangkalan. Wahabi bagi
mereka tidak hanya dikenal sebagai kelompok puritanis yang menghina ajaran dan
praktik keislaman mereka, tapi juga kekasarannya dalam berdakwah.®> Sentimen
terhadap Wahabi ini berpadu dengan kebanggaannya terhadap NU sebagai
kelompok Islam moderat. Moderatisme adalah salah satu tema penting yang
menjadi kebanggaan na/idivyin saat ini. Bahkan, mereka yang menginginkan
formalisasi shari‘ah Islam pun tetap ingin menjaga prinsip moderatisme dengan
tidak melakukan kekerasan dan pemberontakan kepada penguasa yang sah.

Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa dalam wacana amar makruf nahi
munkar, para kiai tradisionalis Bangkalan yang menjadi informan dalam studi ini
jauh dari kategori radikal. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Esposito bahwa
Islam radikal adalah mereka yang menerima ekstremisme agama dan menganggap

kekerasan dan terorisme sebagai sesuatu yang sah.%

8 Nurcholish Madjid, “Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Figh Siyasi Sunni”, dalam
Budhy Munawar-Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejaras (Jakarta:
Paramadina, 1995), 188.

85 Kebencian terhadap “kaum Wahabi” ini terucap secara langsung dari Kiai Syarif Damanhuri
ketika diwawancarai penulis. #awancara, Bangkalan, 31 Januari 2015.

8 John L. Esposito, “Muslim Moderat: Arus Utama Kelompok Modernis, Islamis, Konservatif,
dan Tradisionalis”, dalam Suaidi Asyari (ed.), Siapakalh Muslim Moderar? (Jakarta: Kultura, 2008),
78-79.
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D. Kesimpulan

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa perjumpaan Islam tradisional
dengan Islamisme telah menggeser orientasi keagamaan kelompok Muslim
tradisional dari karakter awalnya, yaitu sebagai tradisionalis-legalis. Pergeseran
ini menghasilkan sebuah wajah baru Islam tradisional Bangkalan, yaitu
tradisionalis-Islamis. Ada tiga sub-varian dalam wajah baru Islam Bangkalan ini,
yaitu tradisionalis-Islamis ideologis, tradisionalis-Islamis pragmatis, dan
tradisionalis-Islamis naif. Sekalipun demikian, wajah Islam tradisional Bangkalan
secara umum tetap menunjukkan karakter moderat.

Pergeseran di sini tidak harus dimaknai sebagai perubahan yang bergerak
secara kontinum dari satu tittk ke titik berikutnya. Yang terjadi adalah
percampuran di antara dua wacana keagamaan, yaitu tradisionalis-legalis dengan
Islamis-politis. Dalam percampuran ini, para kiai tradisionalis Bangkalan tidak
pernah sungguh-sungguh meninggalkan wacana keislaman sebelumnya yang
berkarakter tradisionalis-legalis. Memang setiap varian bisa bergerak cukup jauh
dari titik awalnya menuju ke arah Islamisme, namun tidak pernah kaki mereka
meninggalkan sepenuhnya basis awalnya sebagai ulama tradisionalis yang

meletakkan kitab kuning sebagai referensi utama dalam keberislaman.



